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Menimbang : a bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 134 ayat (4)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006, maka diaggap perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Kriteria, Tata Cara Pemberian dan
Pertanggungjawaban Belanja Tak Terduga untuk

Mengingat

BUPATI LUWU UTARA

PERATURAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR 02 TAHUN 2008

TENTANG
KRITERIA, TATA CARA PEMBERIAN DAN
PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA TAK TERDUGA
UNTUK TANGGAP DARURAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI LUWU UTARA,

Tanggap Darurat;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a di atas, perlu ditetapkan

dengan Peraturan Bupati Luwu Utara;

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kabupaten Daerah TkJIl Luwu Utara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 3826);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Keuangan Negara (Lembaga Negara

3. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 05, Tambahan
Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3
Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4548);



i

Menetapkan

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaranm Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4585);

7. Peratutan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007.

8. Peraturan Dearah Kabupaten Luwu Utara Nomor 05
Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan
Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun
2006 Nomor 05)

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI LUWU UTARA TENTANG
KRITERIA, TATA CARA PEMBERIAN DAN
PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA TAK TERDUGA
UNTUK TANGGAP DARURAT.

Pasal 1
(1) Kriteria yang dapat dibantu Dana Tak Terduga akibat
Bencana Alam yakni:
a. Gempa Bumi
b.Tanah Longsor
c.Banjir
d.Tsunami.
e. Angin Kencang/ Angin Puting Beliung
f. Kebakaran

(2) Kriteria yang dapat dibantu Dana Tak Terduga akibat
Kerusuhaan yakni :
a. Kerusuhan Antar Suku
bKerusuhan Antar Agama
c. Kerusuhan Antar Ras
d Kerusuhan Antar Bangsa

(3) Kriteria yang dapat dibantu akibat kejadian Iuar biasa
yakni:
a. Wabah Penyakit.
b.Kekurangan Bahan Makanan/Pangan akibat gagal
panen.

Pasal 2

Pengeluaran Belanja Tak Terduga untuk Tanggap
Darurat berdasatkan kebutuhan yang diusulkan
dari Instansi/Lembaga/SKPD berkenan setelah
mempertimbangkan efesiensi dan efektifitas serta
menghindari adanya tumpang tindih pendanaan
terhadap kegiatan-kegiatan yang telah didanai dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah.



Pasal 3
Pimpinan Instansi/Lembaga/SKPD penerima dana
tanggap darurat bertanggungjawab atas penggunaan
dana secbagaimana dimaksud dalam Pasal 1 wajb
menyampaikan laporan realisasi/pertanggungjawaban
tertulis kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna
Anggaran dan Bupati.

Pasal 4
Besarnya pengeluaran belanja tak terduga untuk
penggunaan dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1
ditetapkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan
usulan dari Instansi/Lembaga/SKPD yang
memanfaatkan dana tersebut.

Pasal 5
Peraturan Bupati ini berlaku surut mulai tanggal
02 Januari 2008.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dalam Berita
Daerah.

Ditetapkan di Masamba
pada tanggal 16 Januapi 2008

4 BUPATI, 4
Diundangkan di Masamba

'H H.M. LUTHFIZ. IMUTTY_?.
pada tanggal 16 Januari 2008

SEKRETARIS DAERAH KAB. LUWU UTARA

Drs.H.A.CHAERUL PANGERANG

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN 2008 NOMOR :02
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